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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada lima 

fungsi, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, serta 

perlindungan sosial, dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Jawa Timur bagian selatan (Mataraman) periode 2017–2024. 

Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel Random Effect Model 

(REM) yang divalidasi melalui uji ketahanan (robustness check) menggunakan 

Panel-Corrected Standard Errors (PCSE) untuk mengoreksi ketergantungan lintas-

daerah. Temuan penelitian diintegrasikan dengan perspektif ekonomi Islam melalui 

kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. 

Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja fungsi kesehatan dan ekonomi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dengan kesehatan sebagai fungsi 

belanja yang memiliki dampak terbesar. Belanja fungsi pendidikan tidak 

berpengaruh signifikan setelah koreksi PCSE, mengindikasikan persoalan 

efektivitas alokasi yang didominasi belanja pegawai. Belanja fungsi perumahan dan 

fasilitas umum berpengaruh negatif dan signifikan akibat fluktuasi dan 

ketidakmerataan distribusi proyek. Belanja fungsi perlindungan sosial tidak 

berpengaruh signifikan karena alokasi yang terbatas dan bantuan yang masih 

bersifat konsumtif. Tingkat kemiskinan menjadi determinan paling dominan 

dengan pengaruh negatif dan signifikan, sehingga pengentasan kemiskinan menjadi 

prasyarat utama peningkatan IPM. 

Dalam perspektif ekonomi Islam, efektivitas belanja kesehatan dan ekonomi 

mencerminkan implementasi ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-māl, sedangkan belum 

optimalnya belanja pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial menunjukkan 

bahwa amanah fiskal dan prinsip keadilan distribusi (al-'adl) belum sepenuhnya 

terwujud. Implikasi kebijakan meliputi penguatan belanja kesehatan dan ekonomi, 

reformasi kualitas belanja pendidikan, penataan belanja infrastruktur, reorientasi 

perlindungan sosial menuju pemberdayaan, serta pengentasan kemiskinan secara 

terintegrasi. 

 

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan, Indeks Pembangunan 

Manusia, Maqāṣid al-Syarī‘ah, Jawa Timur Bagian Selatan   
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the effect of government expenditure on five functions, 

namely economy, education, health, housing and public facilities, and social 

protection, as well as poverty level on the Human Development Index (HDI) in the 

southern part of East Java (Mataraman) during the 2017–2024 period. The 

analytical method employed is panel data regression using the Random Effect 

Model (REM), validated through robustness checks using Panel-Corrected 

Standard Errors (PCSE) to correct for cross-sectional dependence. The findings 

are integrated with an Islamic economic perspective through the framework of 

maqāṣid al-syarī‘ah. 

The estimation results reveal that health and economic expenditure have a positive 

and significant effect on HDI, with health spending showing the largest impact 

among all expenditure functions. Education expenditure is not significant after 

PCSE correction, indicating allocation effectiveness issues dominated by personnel 

spending. Housing and public facilities expenditure has a negative and significant 

effect due to fluctuations and unequal project distribution. Social protection 

expenditure is not significant because of limited allocation and the consumptive 

nature of assistance programs. Poverty is the most dominant determinant with a 

negative and significant effect, confirming that poverty alleviation is a prerequisite 

for improving HDI. 

From an Islamic economic perspective, the effectiveness of health and economic 

expenditure reflects the implementation of ḥifẓ al-nafs and ḥifẓ al-māl, while the 

suboptimal performance of education, housing, and social protection expenditure 

indicates that fiscal trusteeship (amānah fiskal) and the principle of distributive 

justice (al-‘adl) have not been fully realized. Policy implications include 

strengthening health and economic expenditure, reforming the quality of education 

spending, restructuring infrastructure expenditure, reorienting social protection 

toward empowerment, and prioritizing integrated poverty alleviation. 

 

Keywords: Government Expenditure, Poverty, Human Development Index, 

Maqāṣid al-Syarī‘ah, Southern East Java 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberagaman sumber daya alam, kondisi ekonomi, struktur sosial, dan 

karakteristik budaya menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat 

heterogenitas wilayah yang tinggi. Kondisi tersebut memengaruhi distribusi 

capaian pembangunan karena adanya perbedaan kapasitas pembangunan dan 

keunggulan komparatif antardaerah. Akibatnya, pemerataan pembangunan 

menjadi tantangan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mendorong 

pertumbuhan ekonomi, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan keberlanjutan 

pembangunan. 

Tantangan tersebut tercermin pada perkembangan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) Indonesia. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (2026), IPM 

Indonesia menunjukkan tren meningkat selama periode 2017–2024, dari 70,81 

pada 2017 menjadi 74,20 pada 2024. Meskipun demikian, peningkatan IPM 

secara nasional belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kualitas 

pembangunan manusia. Disparitas masih terlihat pada kesenjangan antara 

wilayah perkotaan dan perdesaan serta antara kawasan Indonesia bagian barat 

dan timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM nasional belum 

diikuti oleh pemerataan pembangunan manusia di seluruh wilayah Indonesia 

(Yulianti & Qomariah, 2025). 

Kondisi ketidakmerataan pembangunan manusia tersebut dapat diamati pada 

salah satu subwilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu kawasan Mataraman (Jawa 
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Timur bagian selatan). Dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, 

wilayah ini termasuk dalam Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang 

menjadi salah satu kawasan percepatan pembangunan ekonomi (Peraturan 

Presiden, 2019). Kawasan tersebut meliputi Kabupaten Nganjuk, Trenggalek, 

Tulungagung, Madiun, Magetan, Kediri, Blitar, Pacitan, Ponorogo, dan Ngawi, 

serta Kota Madiun, Kediri, dan Blitar (Alamin, 2021; Bambang, 2025). 

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur bagian selatan 

2017–2024 

Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Kab. Blitar 69.33 69.93 70.57 71.02 71.48 72.25 72.84 73.44 

Kab. Kediri 70.47 71.07 71.85 72.80 73.31 74.20 74.68 75.18 

Kab. Madiun 70.27 71.01 71.69 72.94 73.07 73.51 74.02 74.81 

Kab. Magetan 72.60 72.91 73.49 74.85 75.08 75.76 76.30 76.77 

Kab. Nganjuk 70.69 71.23 71.71 72.78 73.03 73.95 74.70 75.24 

Kab. Ngawi 69.27 69.91 70.41 71.49 71.97 72.62 73.28 73.91 

Kab. Pacitan 66.51 67.33 68.16 69.28 69.45 70.19 70.94 71.49 

Kab. Ponorogo 69.26 69.91 70.56 71.57 71.81 72.59 73.18 73.70 

Kab. Trenggalek 68.10 68.71 69.46 70.10 70.40 71.28 71.96 72.47 

Kab. Tulungagung 71.24 71.99 72.62 73.15 73.29 74.14 74.65 75.13 

Kota Blitar 77.10 77.58 78.56 78.88 79.27 80.15 80.78 81.44 

Kota Kediri 77.13 77.58 78.08 78.78 79.15 80.12 80.97 81.88 

Kota Madiun 80.13 80.33 80.88 81.93 82.27 83.02 83.71 84.51 

Jawa Timur 70.27 70.77 71.50 73.04 73.48 74.05 74.65 75.35 

Sumber: BPS Jawa Timur (data diolah) 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten dan kota di wilayah Jawa 

Timur bagian selatan mengalami peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) selama periode 2017–2024. Berdasarkan posisi relatif terhadap rata-rata 

Provinsi Jawa Timur, terlihat tiga pola capaian. Pertama, daerah yang secara 

konsisten berada di atas rata-rata provinsi, yaitu Kota Blitar, Kota Kediri, Kota 

Madiun, dan Kabupaten Magetan. Kedua, daerah yang secara konsisten berada 
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di bawah rata-rata provinsi, meliputi Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, 

Ngawi, dan Blitar. Ketiga, daerah dengan posisi yang berfluktuasi terhadap rata-

rata provinsi, yaitu Kabupaten Kediri, Madiun, Nganjuk, dan Tulungagung. Pada 

tahun 2024, selisih IPM antara daerah dengan capaian tertinggi, yaitu Kota 

Madiun (84,51), dan terendah, yaitu Kabupaten Pacitan (71,49), mencapai 13,02 

poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan manusia di 

wilayah Jawa Timur bagian selatan bukan lagi terletak pada peningkatan IPM, 

melainkan pada belum meratanya capaian pembangunan manusia antardaerah. 

Dalam ekonomi Islam, pembangunan manusia tidak hanya bertujuan 

meningkatkan pendapatan atau capaian statistik, tetapi juga mewujudkan falah, 

yaitu kesejahteraan di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, pembangunan manusia 

mencakup aspek spiritual, moral, sosial, serta ekonomi dan fisik. Meskipun IPM 

bersifat sekuler, indikatornya selaras dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu 

kesehatan yang mencerminkan ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa), pendidikan yang 

berkaitan dengan ḥifẓ al-‘aql (menjaga akal), serta standar hidup layak yang 

berhubungan dengan ḥifẓ al-māl (menjaga harta) (Nurrahman et al., 2025).  

Keterkaitan antara pembangunan manusia dan pengelolaan keuangan publik 

juga tercermin dalam perspektif Siyasah Maliyah (hukum keuangan negara 

Islam). Perspektif ini memandang keuangan negara tidak hanya sebagai 

instrumen penghimpunan pendapatan, tetapi juga sebagai sarana distribusi 

kekayaan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah) 

berdasarkan skala prioritas syariah (Salsabila et al., 2026). Pemerataan 

pembangunan manusia dalam konteks tersebut merefleksikan keberhasilan 



4 

 

 

 

distribusi keuangan publik. Namun, kesenjangan IPM sebesar 13,02 poin antara 

Kota Madiun dan Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa prinsip keadilan 

distribusi (al-‘adl) dalam tata kelola keuangan publik di Jawa Timur bagian 

selatan belum sepenuhnya terwujud. 

Pemerintah dapat meningkatkan pembangunan manusia melalui berbagai 

fungsi belanja daerah. Belanja ekonomi, terutama untuk pembangunan 

infrastruktur yang mendukung aktivitas produksi dan konektivitas, berkontribusi 

terhadap peningkatan aksesibilitas, penciptaan lapangan kerja, pengurangan 

kemiskinan, serta peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, yang 

selanjutnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan 

pendidikan (Sabar, 2019; Wardhana et al., 2021). 

Investasi pada kualitas sumber daya manusia diwujudkan melalui belanja 

pendidikan dan kesehatan yang didukung oleh ketentuan alokasi minimal 20% 

APBN/APBD untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) 

UUD 1945 (Hasibuan & Syahbudi, 2022), serta alokasi minimal 5% APBN di 

luar belanja pegawai pusat dan 10% APBD di luar belanja pegawai untuk 

kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

(Firmansyah & Wasil, 2024).  

Sementara itu, belanja perumahan dan fasilitas umum menyediakan hunian 

layak, sarana transportasi, dan infrastruktur dasar yang menunjang kualitas 

hidup masyarakat (Wahyuni & Amar, 2023), sedangkan belanja perlindungan 

sosial berperan memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi ketimpangan, dan 

melindungi kelompok rentan melalui berbagai program bantuan sosial (Hayati, 
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2018; Wiratmoko & Purwanti, 2023). Kelima pos belanja tersebut 

merepresentasikan instrumen fiskal yang saling melengkapi dalam mendukung 

peningkatan kualitas pembangunan manusia.  

Tabel 1.2 Rata-rata Pengeluaran Pemerintah Jawa Timur bagian 

selatan menurut Fungsi 2017–2024 

Fungsi Pengeluaran Rata-rata Pengeluaran  

(miliar rupiah) 

Fungsi Ekonomi 174,71 

Fungsi Pendidikan 620,52 

Fungsi Kesehatan 388,67 

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum 107,93 

Fungsi Perlindungan Sosial 22,11 

Sumber: DJPK Kemenkeu (data diolah) 

Berdasarkan tabel 1.2, rata-rata pengeluaran pemerintah di Jawa Timur 

bagian selatan selama 2017–2024 didominasi oleh fungsi pendidikan (Rp620,52 

miliar) dan kesehatan (Rp388,67 miliar), menandakan prioritas pada investasi 

sumber daya manusia. Fungsi ekonomi (Rp174,71 miliar) menempati posisi 

berikutnya, sedangkan fungsi perumahan dan fasilitas umum (Rp107,93 miliar) 

serta perlindungan sosial (Rp22,11 miliar) masih relatif rendah, yang 

mencerminkan terbatasnya jaring pengaman bagi kelompok rentan. Meskipun 

struktur belanja berorientasi pada pembangunan manusia, belum diketahui 

fungsi mana yang paling efektif dalam mendorong peningkatan pembangunan 

manusia di kawasan ini. 

Tingkat kemiskinan menjadi faktor lain yang mempengaruhi pembangunan 

manusia. Peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi faktor berkurangnya 

kesempatan untuk mengembangkan kapasitas manusia dan kualitas hidup 

masyarakat. Sebaliknya, perluasan akses masyarakat terhadap sumber daya 
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cenderung bersamaan dengan penurunan tingkat kemiskinan, sehingga 

pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup berkontribusi pada 

peningkatan capaian pembangunan manusia (Lumi et al., 2022). 

Tabel 1.3 Persentase Kemiskinan Jawa Timur bagian selatan 2017-2024 

Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Kab. Blitar 9.80 9.72 8.94 9.33 9.65 8.71 8.69 8.16 

Kab. Kediri 12.25 11.31 10.42 11.40 11.64 10.65 10.72 9.95 

Kab. Madiun 12.28 11.42 10.54 11.46 11.91 10.79 11.04 10.63 

Kab. Magetan 10.48 10.31 9.61 10.35 10.66 9.84 9.80 9.32 

Kab. Nganjuk 11.98 12.11 11.24 11.62 11.85 10.70 10.89 10.17 

Kab. Ngawi 14.91 14.83 14.39 15.44 15.57 14.15 14.40 13.81 

Kab. Pacitan 15.42 14.19 13.67 14.54 15.11 13.80 13.65 13.08 

Kab. Ponorogo 11.39 10.36 9.64 9.95 10.26 9.32 9.53 9.11 

Kab. Trenggalek 12.96 12.02 10.98 11.62 12.14 10.96 10.63 10.50 

Kab. Tulungagung 8.04 7.27 6.74 7.33 7.51 6.71 6.53 6.28 

Kota Blitar 8.03 7.44 7.13 7.78 7.89 7.37 7.30 6.75 

Kota Kediri 8.49 7.68 7.16 7.69 7.75 7.23 7.15 6.51 

Kota Madiun 4.94 4.49 4.35 4.98 5.09 4.76 4.74 4.38 

Jawa Timur 11.77 10.98 10.37 11.09 11.40 10.38 10.35 9.79 

Sumber: BPS Jawa Timur (data diolah) 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa selama periode 2017–2024, terdapat enam 

daerah yang secara konsisten memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata 

Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Kediri, Madiun, Nganjuk, Ngawi, 

Pacitan, dan Trenggalek. Sebaliknya, tujuh daerah lainnya konsisten mencatat 

kemiskinan di bawah rata-rata provinsi, meliputi Kabupaten Blitar, Magetan, 

Ponorogo, Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kota Madiun. Terdapat 

disparitas yang cukup signifikan, antara yang wilayah kemiskinan tertinggi 

(Kabupaten Ngawi 13,81%) dan terendah (Kota Madiun 4,38%) sebesar 9,43%. 

Pola ini menegaskan adanya kesenjangan struktural antardaerah yang berpotensi 

menghambat pemerataan pembangunan manusia di kawasan ini. 
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Jika data IPM (Tabel 1.1) dan data kemiskinan (Tabel 1.3) dicermati secara 

bersamaan, terlihat pola yang kontras. Pada tahun 2024, dua daerah dengan IPM 

tertinggi, yakni Kota Madiun dengan nilai 84,51 dan Kota Kediri dengan nilai 

81,88, masing-masing hanya mencatat tingkat kemiskinan sebesar 4,38% dan 

6,51%. Sebaliknya, dua daerah dengan IPM terendah, yaitu Kabupaten Pacitan 

dengan nilai 71,49 dan Kabupaten Trenggalek dengan nilai 72,47, menghadapi 

tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi, yakni 13,08% dan 10,50%. Dua 

wilayah dengan capaian pembangunan manusia tertinggi mampu menekan 

kemiskinan hingga di bawah 7%, sedangkan dua wilayah dengan IPM terendah 

masih bergulat dengan kemiskinan di atas 10%. Pola ini mengindikasikan 

adanya hubungan negatif yang kuat antara kemiskinan dan pembangunan 

manusia. 

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap IPM 

menunjukkan inkonsistensi hasil. Dalam konteks belanja ekonomi, penelitian 

Oktafiyana & Muliati (2024) pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan 

Timur periode 2010–2021 menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor 

ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, Wardhana et 

al. (2021) pada 33 provinsi di Indonesia periode 2010–2020 menunjukkan 

bahwa belanja fungsi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.  

Hasil penelitian mengenai pengaruh belanja pendidikan terhadap IPM juga 

menunjukkan temuan yang beragam. Hayati (2018) di Kota Banjarmasin periode 

2006–2016 menemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 

berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, Oktafiyana & Muliati (2024) 
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pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2010–2021 

menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan. Berbeda dengan kedua penelitian 

tersebut, Ramadhani & Utomo (2023) pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Timur periode 2010–2020 menemukan bahwa belanja pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap IPM. 

Penelitian mengenai pengaruh belanja kesehatan terhadap IPM juga 

menunjukkan temuan yang beragam. Sabar (2019) pada 24 kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008–2017 menemukan bahwa belanja 

kesehatan berpengaruh positif dan signifikan. Sebaliknya, Wiratmoko & 

Purwanti (2023) di Indonesia periode 2008–2021 menunjukkan pengaruh negatif 

dan signifikan. Sementara itu, Oktafiyana dan Muliati (2024) pada 10 

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2010–2021 menemukan 

bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap IPM. 

Kajian mengenai pengaruh belanja perumahan dan fasilitas umum terhadap 

IPM juga menunjukkan temuan yang beragam. Halim et al. (2022) pada 

kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia periode 2015–2019 menemukan 

bahwa pengeluaran pemerintah daerah fungsi perumahan dan fasilitas umum 

berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, Wiratmoko & Purwanti 

(2023) di Indonesia periode 2008–2021 menunjukkan tidak berpengaruh 

signifikan. Sedangkan, Wahyuni & Amar (2023) pada kabupaten/kota di 

Provinsi Sumatera Barat periode 2011–2020 menemukan bahwa pengeluaran 
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belanja perumahan dan fasilitas umum berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap IPM.  

Hasil penelitian mengenai pengaruh belanja perlindungan sosial terhadap 

IPM juga menunjukkan temuan yang beragam. Harsono et al. (2024) di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat periode 2013–2022 menemukan bahwa belanja bantuan 

sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sementara itu, Wiratmoko & 

Purwanti (2023) di Indonesia periode 2008–2021 menunjukkan bahwa 

pengeluaran pemerintah fungsi perlindungan sosial berpengaruh positif dan 

signifikan. Hal berbeda, Putri & Ribawati (2025) pada 25 provinsi di Indonesia 

periode 2020–2024 menemukan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh 

negatif dan signifikan. 

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh belanja pemerintah 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia masih menunjukkan temuan yang 

beragam. Sejumlah penelitian menemukan pengaruh positif, sementara 

penelitian lainnya menunjukkan pengaruh negatif, bahkan ada yang tidak 

menemukan pengaruh yang signifikan. Perbedaan temuan tersebut 

mengindikasikan masih adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut 

pada wilayah Jawa Timur bagian selatan. 

Studi ini memilih Jawa Timur bagian selatan sebagai lokus penelitian 

berdasarkan tiga pertimbangan. Pertama, kawasan ini didominasi wilayah semi-

perdesaan dengan tingkat urbanisasi yang relatif lebih rendah dibandingkan 

kawasan utara Jawa Timur. Kedua, kawasan Mataraman memiliki kesamaan 

latar historis dan budaya yang mendukung komparabilitas antardaerah. Ketiga, 
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tingginya disparitas IPM dan kemiskinan antardaerah, sebagaimana ditunjukkan 

pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.3, menjadikan kawasan ini relevan untuk mengkaji 

pengaruh belanja pemerintah terhadap pembangunan manusia di tengah 

tantangan kemiskinan yang masih tinggi (Alamin, 2021). Periode 2017–2024 

dipilih berdasarkan ketersediaan data BPS dan DJPK Kementerian Keuangan 

serta jumlah observasi yang memadai untuk analisis ekonometrika.  

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini menawarkan dua kebaruan. 

Pertama, dari sisi konseptual, penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh 

belanja pemerintah terhadap IPM sebagaimana studi sebelumnya, tetapi juga 

mengevaluasi efektivitasnya dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Pendekatan 

ini memungkinkan penilaian terhadap sejauh mana alokasi anggaran 

mencerminkan prinsip keadilan distribusi (al-‘adl) dan pemenuhan kebutuhan 

dasar (ḍarūriyyāt), sehingga analisis mencakup dimensi normatif selain 

signifikansi statistik. Kedua, dari sisi metodologis, penelitian ini 

mengintegrasikan lima fungsi belanja pemerintah dalam satu model serta 

menempatkan kemiskinan sebagai determinan struktural, bukan sekadar variabel 

kontrol, yang dalam perspektif Islam merefleksikan belum optimalnya jaminan 

sosial (takāful ijtimā‘ī). Pendekatan ini memungkinkan analisis hubungan 

belanja pemerintah dan pembangunan manusia dengan mempertimbangkan 

konteks kemiskinan yang melekat di wilayah kajian. 

Secara praktis, penelitian ini memiliki urgensi kebijakan yang tinggi karena 

pemerintah daerah di Mataraman (Jawa Timur bagian selatan) menghadapi 

tuntutan meningkatkan kualitas belanja di tengah keterbatasan fiskal. Sementara 
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itu, alokasi anggaran masih didominasi sektor pendidikan dan kesehatan, 

sedangkan perlindungan sosial relatif rendah, tanpa didukung bukti empiris 

mengenai fungsi belanja yang paling efektif meningkatkan IPM. Kondisi ini 

berpotensi menyebabkan penganggaran yang kurang tepat sasaran. Hasil 

penelitian diharapkan menjadi dasar penentuan prioritas belanja berbasis bukti, 

seperti penguatan perlindungan sosial di daerah miskin atau pembangunan 

infrastruktur di wilayah tertinggal, sehingga dapat mendukung perbaikan 

kualitas perencanaan fiskal daerah.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada fungsi ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, serta perlindungan 

sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota 

di Jawa Timur bagian selatan periode 2017–2024? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Jawa Timur bagian selatan periode 

2017–2024? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada fungsi ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, serta perlindungan 
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sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada di Jawa Timur 

bagian selatan periode 2017–2024. 

2. Menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Jawa Timur bagian selatan periode 

2017–2024. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan semua yang telah dikemukakan sebelumnya, maka manfaat 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman 

mengenai keterkaitan antara alokasi belanja pemerintah pada berbagai 

fungsi, tingkat kemiskinan, dan capaian pembangunan manusia di 

kawasan Jawa Timur bagian selatan, serta mengasah kemampuan analisis 

dalam perspektif ekonomi syariah.  

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini memperkaya literatur ekonomi pembangunan daerah, 

khususnya dalam menguji efektivitas belanja publik di kawasan semi-

perdesaan, serta memberikan referensi bagi studi selanjutnya yang 

mengintegrasikan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah dalam analisis kebijakan 

fiskal. 

3. Bagi Pemerintah 

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan 

berbasis bukti dalam merancang kebijakan belanja yang lebih terarah, 
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menetapkan prioritas sektor yang memerlukan penguatan intervensi, serta 

menyusun strategi pembangunan manusia yang lebih responsif terhadap 

tantangan kemiskinan di wilayah Mataraman. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran alur 

pemikiran penulis dari awal hingga akhir penelitian mengenai pengaruh berbagai 

fungsi pengeluaran pemerintah dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Jawa Timur bagian selatan. 

Bab I Pendahuluan menyajikan kerangka dasar penelitian yang diawali 

dengan uraian latar belakang. Selanjutnya, menyajikan rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian 

Bab II Landasan Teori menguraikan kerangka teoretis yang menjadi pijakan 

pada penelitian, meliputi teori pembangunan, teori keuangan publik, serta teori 

kemiskinan. Bab ini juga menyajikan kajian pustaka, pengembangan dan 

perumusan hipotesis penelitian, serta kerangka pemikiran. 

Bab III Metode Penelitian memaparkan rancangan metodologis yang 

diterapkan untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis. Uraian 

dalam bab ini mencakup jenis penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, 

definisi operasional variabel serta metode analisis yang digunakan.  

Bab IV Hasil dan Pembahasan memuat pemaparan temuan empiris yang 

diperoleh dari proses pengolahan dan analisis data. Subbab ini menyajikan 

analisis statistik deskriptif, hasil estimasi regresi data panel serta bagian 

pembahasan menginterpretasikan hasil estimasi. 
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Bab V Penutup memuat sintesis atas temuan penelitian yang dirumuskan 

berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan 

rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah dan kalangan akademisi.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil estimasi Random Effect Model (REM) yang telah diuji 

ketahanannya melalui robustness check menggunakan Panel-Corrected 

Standard Errors (PCSE), diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, belanja fungsi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

IPM. Setiap kenaikan 1 persen belanja ekonomi meningkatkan IPM sebesar 

0,0078 poin. Temuan ini berkaitan dengan karakteristik Mataraman yang 

didominasi sektor pertanian dan UMKM, sehingga investasi pada konektivitas, 

irigasi, dan sektor produktif mampu memperluas akses ekonomi serta 

meningkatkan pendapatan masyarakat.  

Kedua, belanja fungsi pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM 

setelah koreksi terhadap ketergantungan lintas-daerah. Meskipun memiliki rata-

rata alokasi terbesar, yaitu Rp651,59 miliar per tahun, besarnya anggaran belum 

diikuti peningkatan IPM. Kondisi ini berkaitan dengan dominasi belanja 

pegawai, rendahnya belanja peningkatan mutu pembelajaran, dan belum 

meratanya akses pendidikan berkualitas.  

Ketiga, belanja fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

IPM serta menjadi fungsi belanja dengan pengaruh terbesar dalam model. Setiap 

kenaikan 1 persen belanja kesehatan meningkatkan IPM sebesar 0,0213 poin. 

Efektivitas ini didukung oleh program yang berkaitan langsung dengan 
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pembangunan manusia, seperti imunisasi, perbaikan gizi, penanganan stunting, 

dan perluasan akses JKN.  

Keempat, belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan 

belanja infrastruktur belum otomatis memperbaiki pembangunan manusia akibat 

fluktuasi alokasi dan ketimpangan distribusi antarwilayah. Kondisi tersebut 

menegaskan perlunya penguatan tata kelola agar belanja infrastruktur lebih tepat 

sasaran.  

Kelima, belanja fungsi perlindungan sosial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap IPM. Rendahnya rata-rata alokasi sebesar Rp21,55 miliar per tahun dan 

dominasi bantuan konsumtif menyebabkan dampaknya terhadap pembangunan 

manusia belum optimal. Temuan ini menunjukkan perlunya reorientasi belanja 

menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.  

Keenam, tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

IPM serta menjadi determinan paling dominan dalam model. Setiap kenaikan 1 

poin persentase kemiskinan menurunkan IPM sebesar 1,033 poin. Temuan ini 

menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan hambatan struktural bagi 

kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kondisi tersebut menegaskan 

bahwa pengentasan kemiskinan merupakan prasyarat utama peningkatan 

pembangunan manusia.  

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja 

pemerintah dalam meningkatkan IPM di kawasan Mataraman lebih ditentukan 

oleh kualitas pengelolaan, ketepatan sasaran, dan kesesuaian dengan 
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karakteristik wilayah daripada besarnya anggaran. Belanja kesehatan dan 

ekonomi terbukti paling efektif, sedangkan belanja pendidikan, perumahan dan 

fasilitas umum, serta perlindungan sosial memerlukan perbaikan kebijakan. 

Kemiskinan tetap menjadi penghambat utama pembangunan manusia.  

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi 

pertimbangan dalam pengembangan studi selanjutnya. 

1. Periode observasi yang relatif pendek (2017–2024) belum sepenuhnya 

menangkap dampak jangka panjang belanja pemerintah, terutama pada fungsi 

pendidikan dan infrastruktur yang memiliki lag effect.  

2. Cakupan penelitian terbatas pada 12 kabupaten/kota di Jawa Timur bagian 

selatan (Mataraman), sehingga generalisasi hasil ke wilayah lain perlu 

dilakukan secara hati-hati.  

3. Model belum mengakomodasi aspek spasial meskipun hasil cross-section 

dependence mengindikasikan adanya spillover effect antarwilayah.  

4. Model belum memasukkan beberapa faktor lain, seperti PDRB per kapita, 

tingkat pengangguran, PAD, dana transfer, kualitas tata kelola, dan investasi 

swasta.  

5. Penelitian menggunakan data realisasi belanja sehingga belum mengevaluasi 

efektivitas berdasarkan output maupun kualitas layanan publik. 

Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode observasi, memperluas 

cakupan wilayah, menerapkan ekonometrika spasial, serta menambahkan 

variabel ekonomi dan kelembagaan. Pengukuran efektivitas belanja juga dapat 
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dikembangkan dengan mengombinasikan data anggaran dan indikator output 

layanan publik agar memberikan gambaran pembangunan manusia yang lebih 

komprehensif. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan, berikut 

adalah saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan peneliti selanjutnya: 

1. Saran untuk Pemerintah Daerah 

a) Memprioritaskan belanja kesehatan dan ekonomi. Belanja kesehatan 

difokuskan pada layanan primer, pencegahan stunting, perbaikan gizi, dan 

pemerataan akses, sedangkan belanja ekonomi diarahkan pada 

konektivitas, infrastruktur produktif, serta penguatan pertanian dan 

UMKM, terutama di wilayah tertinggal. 

b) Meningkatkan quality of spending belanja pendidikan melalui penguatan 

kompetensi guru, sarana pembelajaran, dan pemerataan akses. 

c) Menata belanja perumahan dan fasilitas umum agar lebih tepat sasaran 

dengan memprioritaskan air bersih, sanitasi, dan akses jalan di wilayah 

tertinggal. 

d) Mereorientasi belanja perlindungan sosial dari bantuan konsumtif menuju 

pemberdayaan melalui perbaikan data penerima manfaat, pelatihan 

keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan usaha. 

e) Menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama melalui 

program terpadu di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, 

dan perlindungan sosial. 
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f) Memperkuat tata kelola fiskal melalui perencanaan berbasis kebutuhan, 

ketepatan sasaran, transparansi, pengawasan, dan koordinasi 

antarorganisasi perangkat daerah. 

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

a. Memperpanjang periode observasi agar mampu menangkap dampak 

jangka panjang (lag effect) dari belanja pemerintah, terutama pada sektor 

pendidikan dan infrastruktur. 

b. Menambahkan variabel yang lebih komprehensif, seperti PDRB per 

kapita, tingkat pengangguran, PAD, dana transfer, kualitas tata kelola 

pemerintahan, dan investasi swasta. 

c. Menggunakan pendekatan pengukuran efisiensi belanja, seperti Data 

Envelopment Analysis (DEA) atau Stochastic Frontier Analysis (SFA), 

agar analisis tidak hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga kualitas dan 

efektivitas pengelolaannya. 

d. Mengembangkan model ekonometrika spasial, seperti Spatial 

Autoregressive Model (SAR) atau Spatial Error Model (SEM), untuk 

menangkap kemungkinan spillover effect antardaerah. 

e. Memperluas kajian berbasis ekonomi Islam secara kuantitatif dengan 

memasukkan indikator seperti zakat, wakaf, atau indeks maqāṣid al-

syarī‘ah guna mengukur dimensi keadilan sosial dan kesejahteraan secara 

lebih komprehensif. 
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